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Setelah menunggu beberapa tahun, Undang-Undang Ke
terbukaan Informasi Publik (UU KIP) akhirnya disahkan 
DPR pada 3 April 2008 lalu. Meski disahkan bulan ini, 

pemberlakuan undang-undangnya efektif dua tahun lagi. Keha-
diran undang-undang yang awalnya bernama RUU Kebebasan 
Memperoleh Informasi Publik ini, maka Indonesia tercatat sebagai 
negara ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang memiliki undang-un-
dang tentang keterbukaan informasi.

Proses pembahasan UU KIP ini memakan waktu cukup panjang. 
Awalnya dibahas tahun 2000, sempat melewati pergantian peme
rintahan tahun 2004, sampai akhirnya masuk dalam Program Le
gislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2005, sebelum akhirnya disahkan 
awal Maret lalu.

Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan terha-
dap enam hak-hak publik, yaitu: 1. Hak untuk memantau pejabat 
publik dalam menjalankan peran publiknya (rights to observe); 2. 
Hak untuk memperoleh informasi (right to information); 3. Hak 
untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebi-
jakan publik (right to participate); 4. Hak untuk dilindungi sebagai 
saksi, informan dan pelapor dalam mengungkap fakta dan kebenar
an; 5. Hak untuk berekspresi (freedom of expression) yang salah sa-
tunya berupa kebebasan pers; dan 6. Hak untuk mengajukan ke-
beratan terhadap penolakan atau tidak dijaminnya hak-hak 1, 2, 3, 
4, dan 5 di atas. (Mufti Makaarim A & S Yunanto: 2008: 84) 

Pengesahan UU KIP, membuat Indonesia sejajar dengan India, 
Jepang, Thailand dan sejumlah negara lain yang memiliki aturan 
hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-
proses penyelenggaraan kekuasaan. Hanya saja, secara substansial 
UU KIP masih menyimpan sejumlah persoalan yang berpotensi 
memberangus semangat kebebasan yang sebenarnya menjadi cita-
cita awal lahirnya regulasi ini. Artinya, UU KIP yang telah disah-
kan justru cenderung bergerak menjauh dari spirit dan cita-cita 
reformasi 1998 serta menjadi salah satu tanda kemunduran transisi 
demokrasi kita.
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Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU 
KIP) membagi informasi yang dapat diakses publik 
dalam dua kategori. Pertama, informasi yang dapat 

diakses publik secara terbuka. Kedua, informasi yang ak-
sesnya terbatas dan ketat untuk publik. UU KIP menyebut 
jenis informasi jenis kedua dengan Informasi Publik Yang 
Dikecualikan. 
 
Informasi Publik Yang Dikecualikan dinyatakan bersifat ke
tat, terbatas dan rahasia. Parameter legal-formal dan etisnya 
adalah undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum 
yang didasarkan pada konsekuansi buruk yang dianggap 
potensial muncul dari pembeberan informasi yang dikecua
likan tersebut.  

Informasi publik yang masuk 
dalam kategori dikecualikan 
ada lima: 1. Informasi yang 
dapat membahayakan negara; 
2. Informasi yang berkaitan 
dengan kepentingan perlin
dungan usaha dari persaingan 
usaha tidak sehat; 3. Informasi 
yang berkaitan dengan hak-
hak pribadi; 4. Informasi yang 
berkaitan dengan rahasia ja-
batan; dan 5. Informasi publik 
yang diminta belum dikuasai 
atau didokumentasikan. Ka
tegori-kategori ini selanjutnya dijelaskan lebih terperinci 
dalam Pasal 17 UU KIP   

Dilihat dari sudut pandang keterbukaan informasi dan jamin
an konstitusi dan hak asasi manusia, kategori-kategori di atas 
membatasi begitu banyak informasi yang bisa diakses publik. 
Selain itu, sejumlah kategori itu juga sangat elastis sehingga 
sangat berpotensi menjebak setiap warga negara untuk dapat 
dipersalahkan sebagai pelanggar UU ini. Prinsip-prinsip 
pembatasan untuk perlindungan dalam UU KIP terlihat 
sangat menonjol, baik terhadap individu, institusi/korporasi 
negara dan swasta, serta pemerintah, bahkan negara. 

Ini bisa saja bermakna positif untuk melindungi korban, 
saksi, privasi, dan hak kekayaan intelektual, badan-badan 
publik dan negara. Namun, perlindungan yang berlebihan 
juga bisa sangat tidak tepat dan bertentangan dengan spirit 
undang-undang ini yang tertuang dalam pertimbangan un-
dang undang ini.

Klausul ”menimbang” dalam UU KIP mengungkapkan se-
jumlah hal ideal dari perlunya undang undang ini: 1. In-
formasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi 
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan bagian 
penting dari ketahanan nasional; 2. Bahwa hak memperoleh 
informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan 
informasi merupakan salah satu ciri penting Negara de-
mokratis; 3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupa
kan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik ter
hadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya 
dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; 
4. Bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah 
satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi; 
dan 5. Karena pertimbangan-pertimbangan di atas diperlu-

kan UU KIP. 

Sehingga pengecualian-penge
cualian informasi publik yang 
berlebihan justru mengukuh
kan dan menegaskan motiv
asi dan kepentingan untuk 
membangun ketertutupan 
informasi publik. Kesan ini 
semakin kentara dengan ada
nya ketentuan tindak pidana 
(Pasal 51 sampai dengan Pasal 
57) bagi mereka yang melang-
gar pengecualian-pengecualian 
ini, termasuk bagi siapa saja 

yang memanfaatkan informasi publik yang “terbuka”. Pasal 
51 dan 55 menyebutkan bahwa jika seseorang “dianggap” 
sengaja menggunakan informasi publik untuk melawan hu-
kum atau “dianggap” membuat informasi publik yang tidak 
benar, menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain, 
maka orang yang bersangkutan akan dipenjara paling lama 
satu tahun dan didenda paling banyak lima juta. 

Tanpa parameter dan sistem kerja penegak hukum yang 
jelas, ancaman pidana dan denda di atas tentu saja bisa men-
jadi ancaman bagi pengguna maupun penyebar informasi 
publik. Dengan demikian, kalangan jurnalis, peneliti dan 
penulis, sangat potensial ‘diciduk’ aparat keamanan dengan 
tuduhan menyebarkan informasi publik yang salah, menye-
satkan dan merugikan orang lain. Dengan kondisi seperti ini, 
maka kerja-kerja pers dan organisasi masyarakat sipil untuk 
mengakses informasi dan menyampaikannya kepada publik 
dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah tidak 
akan maksimal, bahkan terancam tak akan berfungsi.

Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik 
Pasal 6 UU KIP 

Informasi publik yang bila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses 
penegakan hukum. 
Informasi publik yang bila dibuka dan diberikan dapat mengganggu hak 
kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat. 
Informasi publik yang bila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan 
keamanan negara. 
Informasi publik yang bila dibuka dan diberikan dapat mengungkap kekayan 
alam Indonesia. 
Informasi publik yang bila dibuka dan diberikan dapat merugikan ketahanan 
ekonomi nasional. 
Informasi publik yang bila dibuka dan diberikan dapat merugikan kepenting-
an hubungan luar negeri. 
Informasi publik yang bila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia 
pribadi.
Memorandum atau surat-surat antar atau intra Badan Publik. 
Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.
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PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DALAM UNDANG-UNDANG 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

KABAR UTAMA



�

Edisi I/04/2008

ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN

Media dan Reformasi Sektor Keamanan

KABAR UTAMA

Ada keunikan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik 
(KIP) yang baru disahkan DPR pada awal Maret 2008 
lalu, yaitu pemberlakuan sanksi pidana yang ketat bagi 

mereka yang melanggar UU ini. Dibandingkan dengan 75 
negara di dunia yang memiliki Undang-undang Kebebasan 
Informasi (Freedom of Information Act), hanya Indonesia yang 
menerapkan sanksi ketat bagi publik sebagai pengguna dan 
pihak yang berkepentingan dengan informasi publik. 

Berikut ini beberapa pasal-pasal krusial yang patut dicermati 
dari UU KIP tersebut:
Pasal 17
Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon 
informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan 
kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan 
hukum
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan ke-
pada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlin
dungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan 
dari persaingan usaha tidak sehat. 
Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon dapat membahayakan pertahanan dan ke-
amanan negara. 
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan ke-
pada pemohon dapat  mengungkapkan kekayaan alam 
Indonesia. 
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan ke-
pada pemohon, dapat merugikan ketahanan ekonomi 
nasional.  
Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan ke-
pada pemohon, dapat merugikan kepentingan hubung
an luar negeri. 
Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan 
isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan ter
akhir ataupun wasiat seseorang. 
Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi. 
Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau 
intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. 
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan 
undang undang

Pasal 51
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi 
publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 5 juta.
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Pasal 52
Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak 
memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik 
berupa informasi publik secara berkala, informasi publik 
yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik 
yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik 
yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan 
UU ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dike-
nakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 5 juta.

Pasal 53
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum 
menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan doku-
men informasi publik dalam bentuk media apa pun yang 
dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepen
tingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta.

Pasal 54
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak meng
akses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan in-
formasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 17 
huruf a, d, f, g, h, i, dan j dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama dua tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp 10 juta.
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak meng
akses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan in-
formasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 17 
huruf c dan e, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp20 
juta.

Pasal 55
Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi 
publik yang tidak benar dan menyesatkan dan mengaki-
batkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 5 juta.

Pasal 56
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UU ini 
dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam UU lain yang 
bersifat khusus, yang berlaku dalam UU yang lebih khusus 
tersebut.

Pasal 57
Tuntutan pidana berdasarkan UU ini merupakan delik adu
an dan diajukan melalui peradilan pidana.

�.

2.

PASAL-PASAL KRUSIAL UU KIP
YANG PERLU DICERMATI
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ADVOKASI

Tiga April 2008, DPR mengesahkan Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan 
demikian, Indonesia telah mencatatkan diri sebagai 

negara kelima di Asia, dan ke-76 di dunia yang secara resmi 
mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Proses 
pembahasan UU KIP ini sendiri merupakan sebuah rekor 
dalam sejarah legislasi di Indonesia: telah menjadi agenda 
pembahasan DPR sejak tahun 2000, sempat melewati per-
gantian pemerintahan tahun 2004, dan baru berhasil disele-
saikan 8 tahun kemudian. 

Kini Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan 
Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi pe-
menuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses 
penyelenggaraan kekuasaan. Tentu ini sesuatu yang mem-
banggakan dan dapat mengangkat citra Indonesia yang se-
dang terpuruk terkait dengan isu-isu korupsi dan transpa
ransi pemerintahan. 

CAPAIAN POSITIF UU KIP:

Koalisi untuk Kebebasan Informasi yang sejak awal meng
advokasi pengesahan UU KIP, mencatat beberapa capaian 
positif dalam Undang-Undang ini. Pertama, UU KIP adalah 
undang-undang pertama yang secara komprehensif menja-
min hak-hak publik atas informasi. Sebelumnya sudah ada 
beberapa undang undang sektoral yang telah mengakui hak 
publik atas informasi. Namun beberapa undang undang itu 
hanya mengakui hak saja, tidak mengatur mekanisme pelak-
sanaan hak tersebut, tidak mengatur kewajiban badan-badan 
publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka, 
berikut sanksi-sanksinya. Kedua, secara komprehensif UU 
KIP telah mengatur kewajiban badan/pejabat publik un-
tuk memberikan akses informasi terbuka dan efisien kepada 
publik. Melalui UU KIP, Kewajiban untuk memberikan in-
formasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian in-
heren dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan 
sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Ketiga, UU 
KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa se-
hingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-in-
formasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik, dan infor-
masi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. 
Di sini, secara teoritis UU KIP memberikan solusi bagi ka-
langan jurnalis, peneliti, dan masyarakat awam yang selama 

ini selalu menghadapi klaim rahasia negara, rahasia instansi 
atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen-dokumen 
di badan publik. Keempat, UU KIP telah melembagakan 
Komisi Informasi sebagai lembaga negara independen yang 
berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa akses infor-
masi dan lembaga regulator di bawah undang-undang. Ke-
lima, dengan demikian, UU KIP juga cukup strategis untuk 
melengkapi perangkat-perangkat hukum pemberantasan ko-
rupsi yang telah ada: UU Anti Korupsi, UU KPK, UU Per-
lindungan Saksi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. 

UU KIP YANG PERLU DIKRITISI 

UU KIP tidak luput dari kelemahan, beberapa kelemah
an tercatat sebagai berikut: Pertama, adanya kriminalisasi 
terhadap publik sebagai pengguna informasi. Pasal 51 UU 
KIP menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja meng-
gunakan informasi publik secara melawan hukum dipi-
dana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak 5 juta rupiah”. Merujuk pada 
praktek di negara lain, UU KIP seharusnya hanya meregu-
lasi akses informasi publik, bukan penggunaan informasi 
publik. Maka tidak lazim adanya kriminalisasi terhadap 
penggunaan informasi publik. Kriminalisasi hanya lazim 
untuk tindakan-tindakan menutup atau merusak akses 
informasi publik dan tindakan membuka informasi yang 
dikecualikan secara ilegal. 

Tanpa norma yang jelas, pasal itu juga seperti cek kosong 
yang dapat digunakan pemegang otoritas untuk mendak-
wakan penggunaan informasi publik secara ilegal. Wajar jika 
pasal ini memantik reaksi penolakan dari masyarakat dan 
media. Namun bisa dipahami pula jika DPR tidak berhasil 
menghapus pasal ini. Pemerintah menuntut, jika pasal 51 
di atas dihapuskan, maka harus dihapuskan pula pasal-pasal 
sanksi pidana bagi badan/pejabat publik yang melakukan 
pelanggaran akses informasi. Sebuah tuntutan yang tidak 
masuk akal dan hanya akan membuat UU KIP tidak mem-
punyai kekuatan hukum. 

Kedua, penyamarataan rumusan dan bobot sanksi untuk 
publik dan pejabat/badan publik. Kedudukan badan publik 
dan publik jelas tidak sejajar dalam UU KIP. Yang pertama pe-
nerima mandat pemerintahan, yang kedua pemilik mandat. 

PERNYATAAN SIKAP KOALISI
UNTUK KEBEBASAN INFORMASI

UNTUK PENGESAHAN
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
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Yang pertama pemegang kewajiban, yang kedua pemegang 
hak. Maka mengherankan sikap keras kepala pemerintah 
untuk menyamaratakan rumusan sanksi untuk publik dan 
badan publik sebagaimana terakomodasi dalam Bab Sanksi 
UU KIP yang telah disahkan. Ternafikan bahwa UU KIP 
adalah sebuah kerangka hukum untuk mereformasi birokrasi 
guna mewujudkan good and clean governance, bukan untuk 
menertibkan hak publik untuk mengontrol akuntabilitas pe-
nyelenggaraan pemerintahan. 

Ketiga, UU KIP telah secara cukup baik melembagakan 
Komisi Informasi sebagai lembaga regulator dan lembaga 
penyelesaian sengketa akses informasi publik. Pada draft 
awal RUU DPR, diproyeksikan Komisi Informasi sebagai 
lembaga negara independen dan representasi masyarakat 
dalam kerangka check and balances kekuasaan. Namun 
adalah masalah terkait dengan independensi Komisi Infor-
masi. Bagaimana membayangkan independensi itu jika pasal 
25 UU KIP menegaskan “keanggotaan Komisi Informasi 
yang berjumlah tujuh orang harus mencerminkan unsur 
pemerintah dan unsur masyarakat.” Pasal 30 UU KIP juga 
menegaskan “rekrutmen calon anggota Komisi Informasi di-
laksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan objek-
tif.” Inilah hasil kompromi yang berangkat dari sikap reluk-
tan Pemerintah terhadap keberadaan Komisi Informasi sejak 
awal pembahasan RUU KIP. 

Keempat, pada draft awal RUU KIP versi DPR, termasuk 
dalam lingkup badan publik adalah perusahaan-perusahaan 
swasta yang menjalankan kontrak kerja dengan pemerintah. 
Yang dimaksud di sini adalah perusahaan-perusahaan per-
tambangan yang melaksanakan mandat pemerintah ber-
dasarkan pasal 33 Konstitusi untuk mengelola kekayaan 
alam untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat, pe-
rusahaan pemberangkatan haji, perusahaan pemberangka-
tan TKW, perusahaan yang menjalankan fungsi pelayanan 
publik seperti Indosat, dan lain-lain. Namun dalam UU KIP 
yang disahkan DPR, perusahaan-perusahaan ini tidak lagi 
dimasukkan sebagai badan publik. Pada Ketentuan Umum 

tentang Badan Publik, juga tidak secara eksplisit dimasuk-
kan BUMN dan Partai Politik, sebagaimana pada draft awal 
DPR. Meskipun transparansi BUMN dan Partai Politik di
atur dalam batang tubuh.

EVALUASI ATAS PROSES PEMBAHASAN

Proses pembahasan RUU KIP yang panjang dan berbelit-
belit pada akhirnya menunjukkan kita sesungguhnya belum 
benar-benar sepenuh hati memproyeksikan diri menuju re-
jim keterbukaan. Ini bukan hanya merujuk pada konserva-
tisme pemerintah dalam membahas pasal demi pasal RUU 
KIP dan sikap kompromistis DPR terhadap tuntutan-tuntu-
tan pemerintah, yang diantaranya menyebabkan perubahan 
nama Undang-Undang dari UU “Kebebasan Memperoleh 
Informasi Publik” menjadi UU “Keterbukaan Informasi 
Publik”. Tetapi juga tercermin dari kurangnya animo dan 
sensibilitas unsur masyarakat: Ornop, komunitas akademik, 
asosiasi-asosiasi profesi, bahkan pers terhadap pembahasan 
RUU KIP. 

Pengesahan UU KIP hanya satu momentum saja menuju 
perwujudan transparansi dan keterbukaan informasi, jalan 
yang harus ditempuh masih panjang. Mempunyai UU KIP 
satu hal, pelaksanaannya adalah hal lain yang tidak kalah 
kompleksnya. Dengan sikap kritis dan waspada, UU KIP 
tetap perlu disambut. Koalisi Untuk Kebebasan Informasi 
akan selalu memantau dan mengevaluasi apakah pelaksa-
naan UU KIP dalam prakteknya sesuai dengan prinsip-prin-
sip fundamental kebebasan informasi, atau justru sebaliknya, 
menghambat akses informasi publik dan menimbulkan ma-
salah baru dalam konteks kebebasan pers. 

Jakarta, 8 April 2008

Atas Nama Koalisi Untuk Kebebasan Informasi:
MPPI, Yayasan SET, ICW, Yappika, AJI Indonesia, The Habibie 
Center, LSPP, VAB, KRHN, ICEL, LBH Pers, Imparsial, ilrc, KP3, 
Kontras, ISAI
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ADVOKASI

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Resolusi 59 pasal 1
Kebebasan Informasi adalah hak asasi fundamental dan 
merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi 
titik perhatian PBB

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Pasal 19 
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan me
ngeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan 
menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk 
mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, 
pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak meman-
dang batas-batas

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil  dan Politik
Pasal 19 

Setiap orang berhak berpendapat tanpa campur tangan.
Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan 
pendapat: hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, 
menerima dan memberikan informasi dan pemikiran 
apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara 
lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni 
atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 

�.
2.

3.

pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab 
khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan ter-
tentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan 
hukum sepanjang diperlukan untuk:

Menghormati hak atau nama baik orang lain
Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum 
atau kesehatan moral umum 

Pasal  20
Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh  
hukum.
Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas 
dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan ha-
sutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau 
kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Deklarasi Universal: Hak Atas Kemerdekaan Pribadi
Pasal 12
Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, 
keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-me
nyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenan-
kan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baik
nya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum 
terhadap gangguan seperti ini. Tidak seorang pun boleh di-
tangkap, ditahan, atau dibuang, dengan sewenang-wenang 

a.
b.

�.

2.

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
YANG MELINDUNGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Selain UU KIP, regulasi lain yang mengatur informasi terkait isu 
pertahanan dan keamanan negara adalah KUHP (Kitab Un-

dang-undang Hukum Pidana). Saat ini pemerintah juga sedang 
memproses RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.

Proteksi keamanan negara diatur pada Bab 2 tentang Keja-
hatan Terhadap Keamanan Negara KUHP, yang berisi 25 pasal 
(pasal 104 – 129). Kitab ini mengatur hubungan hukum tentang 
kejahatan yang berkaitan dengan isu keamanan negara. Ketentuan 
yang berkaitan dengan perbuatan membocorkan rahasia negara 
diatur dalam pasal 112, 113 KUHP dan Pasal 114 KUHP.

Pasa1 1l2 KUHP menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja 
mengumumkan surat-surat atau berita-berita atau keterangan-
keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk 
kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau 
memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun”.

Selain di KUHP, kerahasiaan negara juga telah diatur dalam 
UU No. 7 tahun 1971 tentang Kearsipan, UU No. 10 tahun 1998 
tentang Perbankan, UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomuni-
kasi, dan UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Pada norma hukum ini, persoalan yang muncul adalah tidak 
adanya parameter yang jelas dalam menempatkan informasi ma-
suk dalam kategori rahasia negara atau bukan. Salah satu contoh 
kasusnya adalah penangkapan Suripto pada pertengahan 2001. 
Ketua Dewan Lesperssi itu dituduh membocorkan informasi ra-
hasia negara kepada pihak asing. Kasus ini tidak pernah masuk ke 
pengadilan. Menurut Beni Sukadis, pengamat masalah keamanan 
dari Lesperssi, dokumen yang disita polisi berisi analisa dan fakta 
yang didapat dari sumber terbuka dan bisa diakses oleh publik.

Tidak adanya harmonisasi antara norma hukum menimbulkan 
persoalan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Sebut saja tum-
pang tindih antara UU No. 40/1999 tentang Pers dengan KUHP 
dalam menangani isu perbuatan tidak menyenangkan dan pence-
maran nama baik. Akibatnya, selama ini, polisi, jaksa dan hakim 
kerap menggunakan KUHP, bukan UU Pers. Ini yang menyebab-
kan jurnalis harus terseret ke pengadilan dan digiring ke penjara.

KUHP yang mengatur tentang keamanan negara yang berlaku 
sekarang ini, menurut Andi Hamzah, Guru Besar Hukum Pidana 
Universitas Trisakti, berasal dari het Wetboek Van Straftrecht Voor 
Ned. Indie, tahun 1915, yang mulai berlaku 1 Januari 1918.

Kalangan praktisi melihat KUHP memiliki kecenderungan 
substansialisasi dan sakralisasi negara. Dengan ditempatkannya 
negara sebagai entitas tertinggi dalam kehidupan publik, dia diang-
gap berhak mengatur apa saja dalam domain publik dan individu.

Kebijakan Informasi Lain Terkait
Isu Keamanan Negara
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STUDI

Negara-negara anggota OSCE (The Organization for 
Security and Co-operation in Europe) yang terdiri dari 
56 negara anggota di Eropa telah mengadopsi un-

dang-undang yang mengatur detail klasifikasi informasi yang 
dilindungi yang dapat mempengaruhi keamanan nasional. Kla-
sifikasi tersebut meliputi jenis informasi apa saja yang dapat 
diperoleh, sensitifitas, dan rentang waktu informasi tersebut 
dapat dipublikasikan. 

Jenis Informasi yang Dilindungi
Informasi tentang rahasia negara sangat dilindungi namun 

tetap dapat diperoleh setelah jangka waktu tertentu mengingat 
dampak strategisnya terhadap keamanan atau integritas teri-
torial negara. Walau ada pembatasan, negara-negara anggota 
OSCE memiliki kriteria dan ketentuan yang jelas, sehingga 
pembatasan tidak mengarah pada upaya merahasiakan seluruh 
aktivitas pemerintahan dan negara.

Di Lithuania, yang dimaksud dengan rahasia negara dibatasi 
hanya pada informasi yang dapat “mengganggu kedaulatan Re-
publik Lithuania, pertahanan negara atau kekuatan ekonomi, 
tindakan yang membayakan sistem konstitusi dan kepentingan 
politik republik Lithuania, serta tindakan yang membahayakan 
kehidupan, kesehatan, dan hak konstitusi individu”. 

Di Macedonia, informasi yang dilindungi adalah yang 
berhubungan dengan “pertahanan dan keamanan negara, ke-
daulatan dan integritas teritorial, hukum konstitusi, kepentigan 
publik, serta hak dan kebebasan warga negara”. 

Seharusnya undang undang yang baik mengatur dengan 
jelas jenis informasi yang dilindungi negara, sehingga undang-
undang tersebut tidak dapat digunakan sewenang-wenang un-
tuk membatasi informasi atas nama keamanan nasional. Peme
rintah Amerika Serikat mengklasifikasikan delapan area yang 
termasuk dalam informasi yang dilindungi, yaitu:

Rencana militer, sistem persenjataan atau sistem operasi;
Informasi dari pemerintah luar negeri;
Aktifitas intelijen (termasuk di dalamnya adalah aktifitas 
khusus, metode atau sumber-sumber intelijen, atau sandi 
rahasia;
Aktivitas atau hubungan luar negeri Amerika, termasuk 
sumber yang bersifat rahasia (confidential);
Hal-hal yang bersifat ekonomis, teknologi, atau keilmiahan 
yang berhubungan dengan keamanan nasional, termasuk 
di dalamnya adalah pertahanan negara melawan terorisme 
trans-nasional;
Program pemerintah Amerika untuk melindungi fasilitas 
atau material nuklir;
Kelemahan atau kemampuan sistem, di antaranya adalah 
instalasi, insfrastruktur, proyek, atau rencana-rencana yang 
berkaitan dengan pertahanan keamanan negara, termasuk 
sistem pertahanan melawan terorisme trans-nasional;
Senjata pemusnah massal. 

•
•
•

•

•

•

•

•

Kekeliruan dalam mendefinisikan informasi rahasia negara 
dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi dalam menggolong-
kan informasi-informasi yang penting diakses publik sebagai 
rahasia negara. Di Tajikistan, data pertumbuhan ekonomi per-
nah diklasifikasikan sebagai rahasia negara pada tahun 2003. 
Di Tajikistan dan Uzbekistan, informasi tentang hukuman mati 
dianggap merupakan rahasia negara. Di Turkmenistan, kasus 
wabah penyakit juga dianggap sebagai rahasia negara.

Tingkatan Klasifikasi
Sebagian besar undang-undang yang mengatur klasifikasi 

informasi telah membuat batasan kategori keamanan dalam 
beberapa tingkat, yaitu Top Secret, Secret, Confidential dan Re-
stricted atau For Official Use. Masing-masing tingkatan tersebut 
hanya dapat diakses oleh pemilik otoritas tertentu untuk me-
lindungi kerahasiaannya.

Di Polandia, informasi top secret dibatasi pada “jika pen-
gungkapan informasi yang tidak diotorisasi itu dipublikasikan, 
maka akan menyebabkan terancamnya kemerdekaan Republik 
Polandia, terganggunya hubungan teritorial atau internasional, 
serta membawa akibat pada keadaan yang membahayakan war-
ga negara, keamanan, dan kepentingan pertahanan nasional”.

Di Amerika Serikat, The US Executive Order on Classified Na-
tional Security Information, EO 12958 mengatur tingkatan “se-
cret” hanya “jika rahasia negara dibuka tanpa adanya otorisasi, 
maka pengungkapan informasi tersebut dapat membahayakan 
keamanan nasional”. 

Durasi/Rentang Waktu
Suatu informasi rahasia negara mempunyai rentang waktu. 

Semakin lama usia informasi rahasia negara, akan semakin kecil 
risikonya dapat membahayakan kepentingan publik jika dipub
likasikan.

Rata-rata rentang waktu suatu informasi disimpan sebagai 
rahasia negara berkisar antara 30-50 tahun. Beberapa negara 
bahkan punya batasan waktu yang lebih pendek, yaitu 10-20 
tahun. Macedonia (The Macedonian Law on Classified Infor-
mation) membatasi rahasia negara kategori “secret” hingga 10 
tahun, kategori “highly confidential information” hingga 15 ta-
hun, kategori “confidential” selama 3 tahun, dan informasi yang 
bersifat internal (Internal Information) selama 2 tahun. 

Di Albania, rahasia negara dibatasi hingga 10 tahun. Ameri-
ka Serikat juga mengatur rentang waktu rahasia negara selama 
10 tahun, kecuali jika rahasia negara tersebut membutuhkan 
waktu lebih lama untuk disimpan maka durasinya dapat diper-
panjang disertai dengan bukti atau alasan yang kuat. Beberapa 
negara mengatur rentang waktu yang sangat lama, bahkan ada 
negara yang tidak memberikan batasan waktu (no limit). Di 
Hungaria, informasi rahasia negara dapat disimpan selama 90 
tahun. Sebagian besar negara-negara di Asia Tengah tidak mem-
berikan batasan waktu sama sekali.

KAJIAN BATASAN-BATASAN INFORMASI
YANG DILINDUNGI DI BEBERAPA NEGARA
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PROFIL

FES
Friedrich-Ebert-Stiftung mendirikan kantor perwakilan In-

donesian pada tahun 1968. Terutama sejak 1998, FES Indonesia 
telah menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung proses de-
mokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. 

Cakupan isu yang  di tangani antara lain ialah demokratisasi, 
good governance, reformasi di bidang hukum, perlindungan hak 
asasi manusia, pencegahan dan resolusi konflik, reformasi sektor 
keamanan, dukungan kepada media yang bebas dan berimbang, 
serta isu-isu sosial, ketenagakerjaan, dan gender. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama 
dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan instansi peme
rintah terkait. Kerjasama itu terjalin dalam bentuk seminar, lo-
kakarya, diskusi, pelatihan, dan publikasi. FES Indonesia juga 
mendukung dialog internasional dengan mengirimkan berbagai 
delegasi, tenaga ahli, akademisi, dan jurnalis senior sebagai peserta 
di forum regional dan internasional. Secara berkala FES juga meng
undang ahli-ahli dari Jerman dan negara-negara lain untuk mem-
berikan presentasi di Indonesia.

Jl. Kemang Selatan II No. 2A 12730 Jakarta-Indonesia : 
Telp: +62 21- 7193711; 71791358; 912 61736 
Fax: +62 21-717 91358
E-mail: info@fes.or.id
Wesite: http://www.fes.or.id

AJI
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berdiri 7 Agustus 1994. 

Organisasi jurnalis ini mempunyai komitmen untuk memper-
juangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Un-
tuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari 
publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang 
menyangkut kepentingan publik. 

Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga 
gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. 
Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan 
publik akan informasi yang obyektif. Untuk menjaga kebebasan 
pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu ke-
adaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh 
kepada etika dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga 
soal ini saling terkait. Profesionalisme dan kepatuhan pada etika ti-
dak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan 
yang memadai. Kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mem-
pengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan 
bersikap independen. 

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komit-
men tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnal-
isme dan penyadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosia-
lisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, 
seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal 
pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, 
antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan 

kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh per
usahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok 
masyarakat.

Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen, Jakarta 10420
Tel. +62-21-315 12 14
Fax. +62-21-315 12 61
Website: www.ajiindonesia.org
E-mail: sekretariat@ajiindonesia.org atau sekretariatnya_aji@yahoo.com

IDSPS
Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) 

didirikan pada pertengahan  tahun 2006 oleh beberapa aktivis 
dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Refor-
masi Sektor Keamanan (Security Sectors Reform) dalam bingkai pe
nguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. lembaga ini 
bekerja sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil  
yang didedikasikan bagi tumbuhnya pemerintahan dan negara 
yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam ber
bagai kebijakan sektor keamanan.

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, res-
olusi konflik dan hak asasi manusia (policy research) mengembang-
kan dialog antara berbagi stakeholders (masyarakat sipil, pemerin-
tah, legislatif dan institusi lainnya) terkait  dengan kebijakan untuk 
mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat 
peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik 
dan pelanggaran hukum secara bermartabat.
 
Jl. Teluk Peleng  B-32, Komplek TNI AL, Rawa Bambu, Pasar Minggu 
Jakarta Selatan Jakarta-Indonesia : 
Telp: +62 21- 7804191 
Facs: +62 21-7804191
Website; www.idsps.org
E-mail: idsps_indo@yahoo.com, info@idsps.org
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The US Executive Order on Classification, Executive Order 
13,292, Further Amandment to Executive Order 12958 Classified 
National Security Information, March 28, 2003
Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik 
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